
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/91  TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2021
BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam  rangka  pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilaksanakan dan ditingkatkan kegiatan     Pengawasan Internal untuk mewujudkan     Pemerintahan Daerah yang baik  dan bersih;

	
	
	b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan    Internal sebagaimana dimaksud pada huruf  a,    perlu   ditetapkan Program   Kerja    Pengawasan   Tahunan yang selaras dengan Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman kegiatan bagi  Aparat Pengawas Internal;

	
	
	c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2021 Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun  1950  tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara   Republik   Indonesia    Nomor 3851);


	
	
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor 107           Tahun   2019  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 107);
9. Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor 108           Tahun   2020  tentang  Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan  Pengawasan Atas  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 108);

	MEMUTUSKAN :

	
	
	

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2021 Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan rencana kegiatan pengawasan berbasis resiko bagi Aparat Pengawas Interna yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

	KETIGA
	:
	Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

	KEEMPAT
	:
	Kegiatan pengawasan yang dimuat dalam Program      Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, menitikberatkan pada :

a. pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan    berbasis prioritas    dan   resiko   dengan   ruang   lingkup,   sebagai  berikut  :
1) pengawasan      terhadap     administrasi      dan     pelaksanaan urusan  Pemerintahan;
2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan

3) Pelaksanaan Tugas Mandatory.

b. efektivitas dan efisiensi belanja daerah;

c. upaya optimalisasi pendapatan daerah;
d. peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik;
e. upaya pencegahan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan serta pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;

f. upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi; dan

g. peningkatan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

	
	
	

	KELIMA
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

	
	
	

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	

	Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal    

BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO                                                                                          

	Tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
Kabupatenn Karanganyar.
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	Telah dikoordinasikan

	No
	NAMA
	PARAF

	1.
	Asisten Pemerintahan dan kesra
	

	2.
	Inspektur Daerah
	



